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PENETAPAN
Nomor 0080/Pdt.P/2016/PA.Dpk

الرحيم الرحمن الله بسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Depok  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat  pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh : 

MUNIROH BINTI  HIRJOSUMORTO,  tempat  tanggal  lahir:  ,   (umur   tahun),

agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan karyawan swasta,

tempat kediaman di Jalan Melur V RT.03 RW. 06 No. 141

Kelurahan  Baktijaya  Kecamatan  Sukmajaya  Kota

Depok ..., sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar  pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon dalam  surat  permohonannya tertanggal  21 Maret

2016  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Depok,  Nomor

0080/Pdt.P/2016/PA.Dpk,  telah  mengajukan  Penetapan  Waris  dengan

uraian/alasan sebagai berikut :

Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  para  Pemohon  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan  Agama  Depok  untuk  memeriksa  perkara  ini,  dan  menjatuhkan

penetapan  sebagai berikut : 

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah

hadir di muka sidang; 

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap

dipertahankan oleh para pemohon; 

         Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah
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mengajukan bukti  surat berupa : 

...

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil

permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

...;

Saksi telah memberikan keterangan di  bawah sumpahnya yang secara rinci

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;  untuk mempersingkat

penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku ...;

- Bahwa  ...  telah meningal dunia pada ... karena sakit; dan pada saat  ...

meninggal dunia keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah: 

...

...

- Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris, ... juga telah meninggalkan

harta peninggalan berupa  ...

- Bahwa   ...  pada  saat  meninggal  dunia  tidak  meninggalkan  hutang  atau

wasiat apapun;

- Bahwa  harta  peninggalan  Pewaris  sampai  saat  ini  belum  dibagi  waris

kepada para ahli warisnya;

Saksi II

 ...;

Saksi telah memberikan keterangan di  bawah sumpahnya yang secara rinci

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;  untuk mempersingkat

penetapan  pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku ...;

- Bahwa ...  telah meningal dunia pada ...  karena sakit;  dan pada saat ...

meninggal dunia keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah: 

...

...
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- Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris, ... juga telah meninggalkan

harta peninggalan berupa ...

- Bahwa   ...  pada  saat  meninggal  dunia  tidak  meninggalkan  hutang  atau

wasiat apapun;

- Bahwa  harta  peninggalan  Pewaris  sampai  saat  ini  belum  dibagi  waris

kepada para ahli warisnya;

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan

tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan  permohonan  Pemohon adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa dari  posita  permohonan para  Pemohon telah  jelas

bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para

Pemohon  berdomisili  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Depok  dan

karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 hurup (b) Penjelasan

Umum  Undang-undang  nomor  3  Tahun  2006,  Pengadilan  Agama  Depok

berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita  permohonan  Pemohon, majelis menilai

bahwa para Pemohon memohon agar  mereka ditetapkan sebagai  ahli  waris

yang sah dari pewaris  ...  yang telah meninggal dunia pada  ...  karena sakit; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  posita  para  pemohon  tersebut  yang

perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai beikutr: 

1. Apakah benar pewaris ... telah meninggal dunia pada  ...   karena sakit; 

2. Apakah benar para Pemohon seluruhnya adalah ahli waris yang sah dari

pewaris ... ;

Menimbang, bahwa tentang kematian pewaris ...  akan dipertimbangkan
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sebagai berikut: 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  para  Pemohon  dan  juga

sebagaimana ternyata dari  bukti  berupa surat  kematian atas nama ...,  yang

diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa ...

telah meninggal dunia pada  ...  karena sakit;   

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  para  pemohon  dan  juga

sebagaimana ternyata dari bukti berupa Keterangan Silsilah Ahli waris dengan

Pewaris  tertanggal  ...   yang diperkuat  dengan keterangan para  saksi  harus

dinyatakan  terbukti  bahwa  pada  saat  Pewaris  ...  meninggal  dunia  ahli

waris/keluarga yang ditinggalkan adalah

...

...

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana  tersebut  di  atas,  majelis  berpendapat  telah  ditemukan  fakta

kejadian sebagai berikut: 

1. Bahwa  #9055#  telah  meninggal  dunia  pada  ...  karena  sakit  dengan

meninggalkan keluarga/ahli waris: 

...

...

2. Bahwa pada saat ... meninggal dunia juga meninggalkan harta peninggalan

berupa  ...

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta kejadian  tersebut  di  atas,

majelis  berkesimpulan  bahwa fakta-fakta  tersebut  sesuai  dengan  fakta-fakta

hukum  sebagai berikut:

1. Pewaris   adalah   orang   yang   pada   saat   meninggalnya  atau   yang

dinyatakan  meninggal berdasarkan  putusan  Pengadilan  beragama  Islam,

meninggalkan  ahli  waris  dan  harta peninggalan ( Vide pasal 171 hurup (b)

Kompilasi Hukum Islam)

2. Ahli  waris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal dunia  mempunyai

hubungan  darah  atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama
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Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi  ahli  waris  (  Vide

pasal 171 hurup (c) Kompilasi Hukum Islam)

3. Kelompok-kelompok  ahli  waris  terdiri  dari:  Menurut  hubungan  darah:

golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman

dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara

perempuan dari  nenek.  Menurut hubungan perkawinan terdiri  dari  :  duda

atau janda. Apabila  semua  ahli  waris  ada,  maka  yang  berhak  mendapat

warisan  hanya  :   anak,  ayah,  ibu, janda atau duda ( Vide pasal  174

Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian dan fakta

hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa ... adalah sebagai Pewaris

sementara ahli waris yang sah dari Pewaris tersebut adalah sebagai berikut : 

...

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  para  Pemohon  tidak

melanggar  ketentuan  yang  berlaku  dan  telah  terbukti  kebenarannya,  maka

majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut diterima

dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa,

maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun

1989  dan  perubahannya,  biaya  perkara  patut  dibebankan  kepada  para

Pemohon;

Mengingat,  pasal  49  UU  No.  7  tahun  1989  serta  segala  ketentuan

perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan

perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Prmohon; 2.Menetapkan para Pemohon .;
2.1.MUNIROH BINTI HIRJOSUMORTO  Pemohon I    2.2.ABDUL FATAH
MUTTABAK BIN DJUM'AN  Pemohon II    2.3.MAHASINUL QOWAM BIN
DJUM'AN    Pemohon  III    2.4.HUSNUN  MUNTADZIR  BIN  DJUM'AN
Pemohon  IV2.5  MUDAWIN  WAZIR  rAHMATULLAH  BIN  DJUM'AN
Pemohon v2.6.FALA KHOIRUL BANIN BIN DJUMAN pemohon VI2.7.AGUS
MUKHLISIN  BIN  DJUMAN  pemohon  VII2.8.ZAFIDZAH  AMANY  PUTRI
BINTI  AHMAD  SYAWAL  ZAKI  FITHRI2.9.HAFIDZAZAH  FAQIH
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SALSABILLA BINTI AHMAD SYAWAL ZAKI FITHRI      Adalah sebagai ahli
waris yang sah dari  (almarhum) JUM'AN BIN MASHIRI 3. Membebankan
kepada  para  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini  sejumlah  Rp.
Periksa Setting Hijriyah,- (.....................).

Demikian ditetapkan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan  pada  hari  Senin  tanggal  16  Mei  2016  Masehi,   bertepatan

dengan tanggal 8 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami H. M. ARIEF, S.H., M.H.

sebagai Ketua Majelis, Dra. TUTI GANTINI dan SURYADI, S.Ag., S.H., M.H.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut  diucapkan  dalam

sidang  terbuka untuk umum pada hari  itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M.ALI AVRIDDY, S.H

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon; 

Ketua Majelis

H. M. ARIEF, S.H., M.H.

  Hakim Anggota

Dra. TUTI GANTINI

Hakim Anggota

SURYADI, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M.ALI AVRIDDY, S.H

Perincian Biaya Perkara :
1. Pendaftaran : Rp.  30.000,-

2. Proses : Rp.  50.000,-

3. Panggilan : Rp. 360.000,-

4. Biaya PNBP Penyerahan

Panggilan Pertama    : Rp.   10.000,-
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5. Redaksi : Rp.   5.000,-

6. Materai : Rp.   6.000,-

      -----------------------------------------------------------

          Jumlah : Rp. 451.000,-
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